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ABSTRAK

Meningkatnya jumlah jamaah umroh di Indonesia telah mendorong biro perjalanan
menawarkan inovasi pembiayaan, termasuk program pembayaran bertahap. PT.
Babussalam Mubarak Internasional adalah salah satu biro yang mengadopsi sistem ini.
Meskipun mempermudah akses bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,
sistem tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai Kkesesuaian syariah, potensi
ketidakadilan, dan minimnya perlindungan hukum bagi jamaah. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan mengkaji praktik pembiayaan tersebut secara komprehensif dari perspektif
hukum Islam, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field
research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi
terkait program pembiayaan umroh di PT. Babussalam Mubarak Internasional. Analisishya
menggunakan kerangka teoritis hukum Islam dalam muamalah (khususnya akad), teori
keadilan distributif John Rawls, dan teori kepastian hukum dari perspektif hukum positif.
Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah praktik pembayaran bertahap
tersebut telah memenuhi prinsip keadilan syar’i, memberikan akses yang adil bagi
kelompok rentan, serta memiliki landasan hukum yang kuat dan perlindungan terhadap
hak-hak jamaah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan umroh pembayaran
bertahap yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan
perlindungan hukum. Dari segi sumber dana, pembiayaan ini berasal dari kas internal
perusahaan, bukan melalui lembaga keuangan formal, sehingga menimbulkan keterbatasan
dalam pengawasan dan kepastian hukum. Skema ini bisa dibenarkan asalkan menggunakan
akad yang jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat kekaburan terkait bentuk akad
yang digunakan dan perjanjian tertulis. Konsekuensinya, ketidakjelasan akad dan ketiadaan
kontrak formal dapat menimbulkan potensi sengketa serta ketidakpastian hak dan
kewajiban jamaah. Secara keadilan, sistem ini memang bermanfaat bagi masyarakat kurang
mampu, sejalan dengan prinsip perbedaan dalam teori John Rawls. Maka, pembiayaan ini
baru dapat dianggap sah dan adil jika dilengkapi dengan akad yang eksplisit, sumber dana
yang transparan, serta perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak.

Kata Kunci: Pembiayaan Umroh, Pembayaran bertahap, Hukum Islam.



ABSTRACT

The increasing number of Umrah pilgrims in Indonesia has encouraged travel agencies to
introduce financing innovations, including installment programs without collateral. PT.
Babussalam Mubarak Internasional is one of the agencies that has adopted this system.
While it facilitates access for lower-middle-income communities, the scheme raises
questions regarding its compliance with sharia principles, potential for injustice, and the
lack of legal protection for pilgrims. Therefore, this study aims to comprehensively examine
the financing practices from the perspectives of Islamic law, the theory of justice, and the
theory of legal certainty.

This research adopts a qualitative approach using field research methods. Data
were collected through interviews, direct observations, and documentation related to the
Umrah financing program at PT. Babussalam Mubarak Internasional. The analysis is
framed by Islamic legal theory in muamalah (particularly contracts), John Rawls’
distributive justice theory, and the theory of legal certainty based on positive law. The
primary objective of this study is to evaluate whether the installment scheme without
collateral fulfills the principles of sharia-based justice, provides fair access to vulnerable
groups, and is supported by a strong legal foundation and adequate protection of pilgrims'
rights.

The findings reveal that the installment-based Umrah financing system without
collateral has not fully met the principles of transparency and legal protection. In terms of
funding sources, the financing is provided from the company’s internal funds rather than
formal financial institutions, which limits oversight and legal certainty. Although the
scheme can be justified under sharia law if based on a clear contract (akad), in practice,
ambiguities remain regarding the type of contract used and the absence of a formal written
agreement. As a consequence, the lack of contract clarity and legal documentation poses
risks of disputes and uncertainty over the rights and obligations of pilgrims. From a justice
perspective, this system is beneficial for economically disadvantaged groups, in line with
the difference principle in Rawls’ theory. Therefore, this financing model can only be
considered lawful and just if it is supported by a clearly defined contract, transparent
funding sources, and solid legal protection for all parties involved.

Keywords: Umrah Financing, Installments Without Collateral, Islamic Law.
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MOTO

>

“Success never comes to the lazy person.’

>

“We are not the best but bissmillah we want to try be better than others.’
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama

‘ Alif  |tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba“ B Be

< Ta‘ T Te

& Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

z Ha* H ha (dengan titik di

bawah)

¢ Kha* Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)
0 Ra‘ R Er




J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
= Ta T te (dengan titik di
bawah)
= Za Z zet (dengan titik di
bawah)
¢ _Ain _ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
o Fa‘ F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L _el
? Mim M _em
G Nun N _en
3 Waw w w
° Ha‘ H Ha




. Hamzah _ Apostrof
¢ Ya* Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
) Ditulis muta’addidah
:‘LS j -z
.. Ditulis iddah
tie
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
. Ditulis hikmah
i —
B Ditulis illah
de

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

s oMl ) S

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbigah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

Xi




hdil 455 Ditulis Zakah al-Figri

D. Vokal Pendek

.- Fathah Ditulis
Kasrah Ditulis
= Dammah Ditulis
E. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis ditulis a
Ol Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis ditulis a
‘5_11\ Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis ditulis 1
il slal) al- ‘Alwani
4. | Dammah + wawu mati ditulis ditulis a
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F. Vokal Rangkap

1. | Fathah+ ya’ mati ditulis ai
ditulis o
e Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
ditulis
J Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof

eﬁ.‘uﬁ Ditulis a’antum
Cyaed Ditulis u’iddat
A3 S Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

ol Al

Ditulis

Al-Qur’an

ol

Ditulis

al-Qiyas

b. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

| (el)nya.

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

Al

Ditulis

ar-Risalah
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el Ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya.

i Jal Ditulis Ahl ar-Rayi

o) Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data statistik partisipasi jemaah umroh Indonesia dalam tiga tahun terakhir
memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan.! Tercatat sebanyak 1,4
juta jemaah pada tahun 1443 Hijriah, meningkat menjadi 1,5 juta jemaah
pada tahun 1444 Hijriah. Sementara itu, tahun 1445 Hijriah, jumlah jemaah
umroh telah mencapai 1,2 juta dihitung hingga per-mei 2024.2 Data ini
secara konsisten menunjukkan bahwa minat umat Muslim untuk
melaksanakan ibadah umroh terus meningkat dari tahun ke tahun. 3

Dalam tiga tahun terakhir jamaah umroh Indonesia mencapai angka
jutaan tiap tahunnya. jumlah jamaah umroh Indonesia merupakan fenomena
yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kombinasi antara
peningkatan kesadaran beragama, perbaikan ekonomi, kemudahan akses,
serta promosi yang efektif menjadi kunci utama dalam mendorong minat

masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh.

! Kemenag, “Umrah Non Prosedural, Pelanggaran Regulasi dan Ancaman Bisnis,”
https://kemenag.go.id, 27 januari 2025, https://kemenag.go.id/kolom/umrah-non-
prosedural-pelanggaran-regulasi-dan-ancaman-bisnis-xtmeJ.

2 Grahanusa Mediatama, “Periode 1444 Hijriah, Hampir 1,5 Juta Orang Berangkat
Umroh,” kontan.co.id, 5 September 2023, 27 januari 2025,
https://newssetup.kontan.co.id/news/periode-1444-hijriah-hampir-15-juta-orang-
berangkat-umroh.

3 Aldi Prima Putra, “Bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Bahas Layanan
Fast Track dan Perlindungan Jemaah Haji Indonesia,” Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2 Mei 2024, 27 januari 2025,
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/bertemu-menteri-haji-dan-umroh-
arab-saudi-bahas-layanan-fast-track-dan-perlindungan-jemaah-haji-indonesia.
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Gambar 1 1: Jumlah jamaah umroh Indonesia dari tahun 1443

Hijriyah hingga 1445 Hijriyah dalam hitungan juta.
Jumlah jamaah umroh dalam hitungan juta

1.5

0.5

1443 H 1444 H 1445 H (Per-Mei 2024)

=== Jumlah Jemaah umroh

Industri perjalanan umrah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga tercermin dari
peningkatan jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara
signifikan. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah badan
usaha yang bergerak dibidang jasa pariwisata yang telah memperoleh izin
dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
Untuk mendapatkan izin operasional, biro perjalanan wisata harus
memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh
Kementerian Agama.*

Pada tahun 2023, tercatat ada 2.180 PPIU yang tersebar di seluruh

Indonesia, meningkat 30% dari 1.600 PPIU pada tahun 2021.° Bahkan, data

4 Naily Mafruhah, Implementasi SISKOPATUH dalam Peningkatan
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Pada PT. Fauzi Mulia Bersama
Cengkareng Jakarta Barat, Fakultas Dakwah dan llmu Komunikasi Universitas Islam
Negeri Syarif ..., t.t., hlm 32.

5 “Jumlah Meningkat, Dirjen PHU Intensifkan Evaluasi PPIU dan Pengawasan
Umrah,” diakses 4 Juni 2025, https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/jumlah-meningkat-



terbaru menunjukkan bahwa jumlah PPIU telah mencapai 2.721 dan
diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin mudahnya
proses perizinan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat
Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah semakin tinggi, dan industri
ini semakin berkembang pesat.® Pertumbuhan industri perjalanan umrah
yang signifikan ini menghadirkan dinamika baru dalam lanskap pembiayaan
ibadah umrah. Untuk mengakomodasi minat masyarakat yang semakin
besar, biro perjalanan umrah berinovasi dengan menawarkan beragam opsi
pembayaran.

Sejumlah biro perjalanan umrah termasuk PT. Babussalam Mubarak
Internasional kini menawarkan beragam opsi pembayaran yang lebih
fleksibel, mulai dari pembayaran tunai, skema pelunasan bertahap, hingga
program deposit, guna memudahkan calon jamaah dalam menunaikan
ibadah umrah. Pembayaran secara pelunasan bertahap, memberikan
alternatif pembiayaan bagi calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah
umrah tanpa harus menyiapkan dana sekaligus dalam jumlah besar. Skema
pembiayaan umrah dengan pembayaran bertahap telah memberikan
kemudahan bagi calon jamaah untuk mewujudkan niat mereka menunaikan
ibadah haji, karena mereka dapat mengatur keuangan secara bertahap tanpa
perlu menyiapkan dana besar di awal.

Salah satu contoh pembayaran yang ditawarkan biro adalah saldo

dirjen-phu-intensifkan-evaluasi-ppiu-dan-pengawasan-umrah-1.

6 “Ditjen PHU Ingatkan PPIU Jalankan Usaha Sesuai Regulasi,” diakses 4 Juni
2025, https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ditjen-phu-ingatkan-ppiu-jalankan-usaha-sesuai-
regulasi.



deposit, saldo deposit mengakomodasi berbagai opsi pembayaran dalam
konteks perjalanan umroh, antara lain:

Pembayaran uang muka (DP) sebagai tanda jadi pemesanan paket umroh.
Pembayaran saldo deposit dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti
tunai, transfer bank, dan metode pembayaran lainnya.’

Pembayaran angsuran atau pelunasan bertahap sesuai dengan program yang
ditawarkan oleh biro perjalanan umroh.

Penyimpanan dana bagi jamaah yang belum menentukan tanggal
keberangkatan.

Selanjutnya, melalui sistem bayar bertahap memalui kemitraan
dengan Bank Syariah, calon jamaah memiliki akses untuk menabung umroh
dengan proses yang mudah, cepat, dan terjamin keamanannya. Pembukaan
rekening dilakukan secara langsung melalui nota kesepakatan (MoU)
dengan pihak bank. Dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, dana tabungan
umroh akan dialihkan ke rekening bank yang secara khusus dibuka atas nama
calon jamaah, dan hanya calon jamaah yang bersangkutan yang memiliki
hak untuk melakukan pencairan dana. Oleh karena itu, keamanan dana
tabungan dijamin sepenuhnya. Informasi mutasi dan saldo setoran jamaah
tersedia secara daring dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama
24 jam. Sistem pembayaran umroh yang diterapkan adalah pembayaran

bertahap. &

" Baharudin Yusuf Wibowo, “Inilah 6 Metode Pembayaran Transaksi di Safar
TMS,” Safar, 6 Oktober 2022, https://blog.safar.co.id/read/334/inilah-6-metode-
pembayaran-transaksi-di-safar-tms.

8 «“Dutarizkia Tour & Travel - Umroh Semudah Senyum, Aman, Amanah, Sesuai
Sunnah. - Umroh Bayar Bertahap,” diakses 4 Juni 2025,



Dalam praktik pembiayaan umroh, sistem deposit atau pelunasan
bertahap merupakan salah satu metode yang umum digunakan. Namun,
perlu diperhatikan bahwa nilai tukar mata uang dapat mengalami fluktuasi,
baik inflasi maupun deflasi, terhadap mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi umroh. Fluktuasi ini berpotensi mengubah harga yang
ditawarkan oleh biro umroh. Berdasarkan data yang tersedia, nilai tukar
Rupiah terhadap Dolar AS tercatat sebesar Rp15.645 pada awal tahun 2024
dan mengalami perubahan menjadi Rp16.344 pada awal tahun 2025.°

Gambar 1.2: Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS
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Sistem pelunasan bertahap memiliki potensi masalah. Biaya
tambahan seringkali tidak disadari, berdasarkan peningkatan harga
mendadak juga dapat meningkatkan total pembayaran. Kemudahan

pelunasan bertahap juga dapat mendorong pembelian impulsif,

https://dutarizkia.com/static/lumroh-bayar-bertahap.

° “Indonesian Rupiah - Quote - Chart - Historical Data - News,” diakses 4 Juni
2025, https://tradingeconomics.com/indonesia/currency.



mengakibatkan konsumen terlilit utang dan berisiko mengalami kredit
macet. Kurangnya transparansi informasi mengenai syarat dan ketentuan
pelunasan bertahap dapat merugikan konsumen. Terakhir, perubahan
kondisi ekonomi yang tidak terduga dapat memengaruhi kemampuan
konsumen membayar pelunasan bertahap. Oleh karena itu, perencanaan
keuangan yang matang, perbandingan bunga dan biaya, serta pemahaman
yang baik terhadap ketentuan pelunasan bertahap sangat penting sebelum
memutuskan untuk menggunakan sistem ini.

Meskipun PT. Babussalam Mubarak Internasional memudahkan,
sistem pembayaran umroh dengan pelunasan bertahap juga memiliki
kekurangan. Biaya tambahan dan bunga dapat meningkatkan total biaya,
pelunasan bertahap yang tidak terkelola dapat menjadi beban utang,
perubahan kondisi keuangan dapat mempersulit pembayaran, jadwal
keberangkatan mungkin tertunda, dan ada potensi penipuan. Sistem
pembayaran umroh dengan pelunasan bertahap juga dapat menimbulkan
kerugian bagi biro perjalanan. Potensi kerugian meliputi fluktuasi nilai tukar,
risiko kredit macet, biaya operasional tambahan, potensi kehilangan
keuntungan investasi, dan risiko reputasi akibat gagal bayar. Untuk
mengatasinya, biro dapat menerapkan seleksi jamaah yang Kketat,
persyaratan transparan, pengelolaan arus kas yang hati-hati, diversifikasi
pendapatan, dan asuransi.

Pertumbuhan pesat sistem pembiayaan umrah memunculkan
sejumlah pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pembayaran PT.
Babussalam Mubarak Internasional telah mengakomodasi secara

komprehensif seluruh aspek syariah. Ketiadaan jaminan dalam skema



pelunasan bertahap umrah menimbulkan kerentanan hukum, seperti
ketidakjelasan dalam penegakan kewajiban pembayaran, perhitungan biaya
tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi
oleh salah satu pihak. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan
mengenai apakah praktik semacam ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip

syariah yang adil dan jelas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sesuai
dengan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah tersebut
antara lain:
1. Bagaimana prosedur penyelenggaraan perjalanan umroh di PT.
Babussalam Mubarak Internasional?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap mekanisme pelunasan bertahap

pada PT. Babussalam Mubarak Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sistem pembiayaan perjalanan ibadah umroh dengan
pembayaran bertahap yang diterapkan oleh PT. Babussalam Mubarak
Internasional, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, bentuk
akad, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses pembiayaan
tersebut.

2. Mengevaluasi kesesuaian sistem pembayaran bertahap tersebut dengan
prinsip keadilan menurut teori John Rawls dan hukum Islam, termasuk

menelaah sejauh mana praktik ini mencerminkan nilai-nilai keadilan



distributif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akad syariah seperti
kejelasan, kerelaan, dan bebas dari unsur riba serta gharar.

3. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem pembiayaan
umroh berbasis pelunasan bertahap, agar dapat berjalan secara adil,
transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus mampu
memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan

menengah ke bawah untuk menunaikan ibadah umroh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah,
khususnya terkait pembiayaan ibadah umroh dalam perspektif hukum
Islam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang
mekanisme pembiayaan berbasis pelunasan bertahap dalam konteks
syariah, serta menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengkaji akad-
akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.
Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap penerapan
teori keadilan dalam praktik keuangan syariah, terutama dalam konteks
kemudahan akses pembiayaan ibadah bagi masyarakat menengah ke
bawah.

2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak
yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan

pembiayaan umroh. Bagi biro perjalanan umroh, hasil penelitian ini



dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pembiayaan
yang digunakan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
menjunjung transparansi, serta mempertimbangkan kemampuan
finansial jamaah secara adil dan bertanggung jawab. Bagi calon jamaah,
penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
yang melekat dalam skema pelunasan bertahap, serta potensi risiko
yang mungkin timbul apabila tidak disertai dengan perencanaan
keuangan yang matang. Sementara itu, bagi regulator dan otoritas
keuangan syariah, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan
dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan regulasi yang lebih
komprehensif terhadap pembiayaan umroh non-bank, khususnya yang
dijalankan melalui sistem internal biro atau berbasis fintech. Di sisi lain,
bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu
meningkatkan literasi keuangan syariah serta kesadaran akan
pentingnya memilih layanan pembiayaan ibadah yang sesuai dengan
nilai-nilai Islam dan prinsip hukum syariah, guna menghindari praktik

yang merugikan atau menyimpang dari ketentuan agama.

E. Telaah Pustaka

Indah Fitriana Sari, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah melalui Sistem
Marketing di PT Arminareka Perdana,” mengkaji proses pembiayaan haji
dan umroh melalui sistem MLM yang diterapkan PT Arminareka
Perdana, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik MLM tersebut.

Riset ini bertujuan untuk memahami mekanisme sistem pembiayaan



ibadah haji dan umroh melalui jaringan pemasaran berjenjang (MLM)
dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
lapangan, dokumentasi, dan wawancara, analisis dilakukan berdasarkan
teori hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem MLM
yang diterapkan PT Arminareka Perdana tidak mengandung unsur yang
secara langsung bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga
dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan), asalkan memenuhi syarat
dan tidak menimbulkan mudharat.®

Pada tahun 2019, Nurlaila Sinta menulis skripsi berjudul “Penerapan
Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket Umroh Pelunasan bertahap:
Relevansi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
36/SEOJK.03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.” Penelitian
ini bertujuan menjelaskan proses pembiayaan paket umroh cicilan
dengan akad murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dan
mengevaluasi kesesuaiannya dengan SEQJK Nomor
36/SEOQJK.03/2015. Fokus risetnya adalah mekanisme penerapan akad
murabahah dalam pembiayaan tersebut dan relevansinya. Menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisisnya
berdasarkan teori akad dalam fikih muamalah dan prinsip pembiayaan

syariah yang relevan dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

10 Indah Fitriana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan
Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta,” Economic:
Journal of Economic and Islamic Law 5, no. 1 (2015): 93-117.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah di
BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran umumnya sudah sesuai prinsip
syariah dan sejalan dengan ketentuan SEOJK No. 36/SEOQJK.03/2015.%

Indah Oktaviani Safitri melakukan penelitian yang bertujuan
meningkatkan kompetensi dan pemahaman mahasiswa dalam
manajemen keuangan, Kkhususnya meninjau prosedur pembiayaan
keberangkatan umroh jamaah di PT Shabilla Eraldo Utama. Skripsi yang
berjudul “Prosedur Pembiayaan Pemberangkatan Umroh Jamaah pada
PT Shabilla Eraldo Utama Cabang Bogor” ini mengangkat beberapa
persoalan riset, yaitu bagaimana prosedur pembiayaan umroh dijalankan
perusahaan, kendala apa saja yang muncul dalam proses pelunasan, serta
bagaimana proses pencairan dan pengelolaan dana talangan oleh bank
mitra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan metode observasi langsung di lapangan, wawancara dengan biro
umroh dan bank terkait. Peneliti menganalisis temuan menggunakan
teori manajemen keuangan, khususnya terkait pembiayaan konsumen,
analisis risiko, serta prinsip transparansi dan efisiensi dalam pembiayaan
syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di
PT Shabilla Eraldo Utama secara umum telah berjalan sistematis dan

sesuai prinsip pembiayaan syariah. *?

11 Sinta Nurlaila, Penerapan akad murabahah pada pembiayaan paket umroh
cicilan relevansi dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 36/SEOJK. 03/2015 di
BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

12 Indah Oktaviani Safitri, Prosedur Pembiayaan Pemberangkatan Umroh Jamaah
Pada PT. Shabilla Eraldo Utama Cabang Bogor., Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,
2019.
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Pada tahun 2020, Rachel Aulia Hastana dan Ismail Yahya menyusun
skripsi berjudul "Penerapan Akad ljarah Multijasa pada Pembiayaan
Umroh dan Haji Berdasarkan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-
MUI/V1I1/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra
FIFGROUP Cabang Solo)." Penelitian mendeskripsikan implementasi
akad ljarah Multijasa dalam pembiayaan umroh dan haji oleh Amitra,
serta menganalisis kesesuaian implementasi akad tersebut dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII1/2004 tentang ljarah Multijasa.
Persoalan riset yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan akad ljarah
Multijasa pada pembiayaan umroh dan haji oleh Amitra FIFGROUP.
Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Amitra,
observasi, dan dokumentasi terhadap dokumen pembiayaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ljarah Multijasa di
Amitra FIFGROUP Cabang Solo secara umum telah sesuai dengan
ketentuan fatwa DSN-MUI.®

Pada tahun 2022, Robiatul Adawiyah menulis skripsi berjudul
"Analisis Pembiayaan Umrah Berbasis Fintech Ditinjau dari
Kemampuan Keuangan Nasabah". Penelitian ini bertujuan menganalisis
pembiayaan umroh berbasis fintech dari perspektif kemampuan
keuangan nasabah. Persoalan riset yang dikaji adalah bagaimana skema

pembiayaan umroh berbasis fintech diterapkan, apakah telah

13 Rachel Aulia Hastana dan Ismail Yahya, “Penerapan Akad ljarah Multijasa Pada
Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa DSN/MUI NO. 44/DSN-MUI/VI111/2004
Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo),” 2020.



mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah secara memadali,
serta apakah telah memenuhi prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis.
Analisis dilakukan dengan menggunakan teori magashid syariah dan
teori keuangan syariah, khususnya terkait keadilan dalam transaksi,
transparansi, dan tanggung jawab keuangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembiayaan umroh berbasis fintech berpotensi
memperluas akses layanan ibadah.'*

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya
membahas pembiayaan umroh melalui lembaga keuangan formal seperti
bank, dengan fokus pada akad tertentu. Tidak seperti penelitian
sebelumnya yang hanya meninjau satu aspek hukum Islam atau regulasi,
penelitian ini mengkaji sistem pembayaran bertahap di biro perjalanan
non-bank secara lebih komprehensif, yaitu dari perspektif hukum Islam,
teori keadilan John Rawls, dan kepastian hukum. Dengan metode
lapangan di PT. Babussalam Mubarak Internasional, penelitian ini
menyoroti ketidakjelasan akad dan lemahnya perlindungan hukum,
meskipun secara sosial sistem ini inklusif bagi kelompok rentan.
Pendekatan multidisipliner ini menjadi pembeda sekaligus kontribusi

utama terhadap kajian pembiayaan umroh berbasis syariah.
F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori bertindak sebagai peta yang memandu peneliti dalam menata

14 Robiatul Adawiyah, “Analisis Pembiayaan Umrah Berbasis Fintech Ditinjau
Dari Kemampuan Keuangan Nasabah,” 2022.



dan menginterpretasikan hasil penelitian. Di dalamnya, teori-teori
dihubungkan dengan temuan penelitian, membuka jalan bagi pemahaman
yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu.
Dalam penulisannya, penyusun menggunakan dua teori guna menganalisis
permasalahan yang ada.

1. Teori Keadilan

Keadilan dapat didefinisikan sebagai tindakan memperlakukan seseorang
atau kelompok secara proporsional, sesuai dengan hak dan kewajiban
yang melekat pada diri mereka. Setiap individu berhak atas pengakuan
dan perlakuan yang setara dalam harkat dan martabatnya, tanpa
memandang perbedaan suku, ras, agama, status sosial, keturunan,
kekayaan, maupun tingkat pendidikan. Konsep keadilan ini tertuang
dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya Sila Kedua dan alinea Il serta
IV Pembukaan UUD 1945.%°

Terdapat banyak teori mengenai keadilan, termasuk teori keadilan
distributive menurut J. Rawls. John Rawls, seorang filsuf politik
berpengaruh abad ke-20, mengemukakan konsep keadilan sebagai
'justice as fairness' dalam karyanya A Theory of Justice.'® Pemikirannya
didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, prinsip kebebasan yang
menjamin hak setara atas kebebasan dasar seluas mungkin tanpa

mengganggu kebebasan individu lain; kedua, prinsip perbedaan yang

15 Ismi Nurhayati dkk., “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato,” Nusantara:
Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 1, no. 01 (2022): him 3.

16 Jon Mandle, Rawis’s’ A theory of justice’: An introduction (Cambridge
University Press, 2009).

14



membenarkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika
memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling
kurang beruntung.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan distributif, Rawls
mengemukakan prinsip pertama yang dikenal sebagai “the greatest equal
principle.” Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki
hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang harus seluas
kebebasan yang sama bagi semua orang.!’ Kebebasan dasar ini
merupakan hak-hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap individu.'8
Dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan yang sama bagi semua
orang merupakan prasyarat terwujudnya keadilan, sebagaimana
termaktub dalam prinsip kesamaan hak. Prinsip "the greatest equal
principle,” yang merupakan manifestasi dari prinsip kesamaan hak,
menjamin kesetaraan hak dan berbanding terbalik dengan beban
kewajiban yang dipikul oleh masing-masing individu. Prinsip ini juga
menjadi = s_ (Spirit) dari asas kebebasan berkontrak.'®

Prinsip kedua keadilan distributif Rawls, yang mengatur
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, terdiri dari dua prinsip turunan:
prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil. Kedua

prinsip ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang paling besar

17 Yohanes Suhardin, “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan
Pancasila (Analisis Komparatif),” Fiat lustitia: Jurnal Hukum, 2023, 200-201.

18 Ellya Rosana, “Negara demokrasi dan hak asasi manusia,” Jurnal Tapis: Jurnal
Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): him 48.

19 Muhammad Roesli dkk., “Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan
asas kebebasan berkontrak,” DiH: Jurnal llmu Hukum, 2019, him 1-8.



bagi mereka yang kurang beruntung, serta menegaskan bahwa dengan
kondisi dan kesempatan yang setara, semua posisi dan jabatan harus
terbuka bagi semua individu (Prinsip Perbedaan Obijektif). Prinsip
perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil, yang terkandung
dalam prinsip perbedaan objektif, bertujuan untuk mewujudkan
proporsionalitas dalam pertukaran hak dan kewajiban antar pihak.
Dengan demikian, perbedaan dalam pertukaran dapat diterima secara
wajar (objektif) sepanjang memenuhi kriteria itikad baik (good faith) dan
keadilan (fairness). Prinsip pertama dan kedua keadilan distributif Rawls
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penerapan kedua prinsip tersebut secara komprehensif merupakan
syarat mutlak terwujudnya keadilan, sesuai dengan asas proporsionalitas.
Rawls menekankan pentingnya memberikan peluang yang sama bagi
semua pihak untuk menghindari terjebak dalam ekstrem kapitalisme
maupun sosialisme. Dalam situasi konflik, Rawls menetapkan urutan
prioritas sebagai berikut: prinsip pertama, kemudian prinsip persamaan
kesempatan, dan terakhir prinsip perbedaan.

Lebih lanjut, Rawls memperkenalkan gagasan 'posisi semula’
(original position) dan 'tirai ketidaktahuan' (veil of ignorance) sebagai
kondisi hipotetis di mana individu merumuskan prinsip-prinsip keadilan
tanpa mengetahui posisi sosial-ekonomi mereka di masa depan. Tujuan
konstruksi ini adalah untuk memastikan netralitas dan keuntungan bagi

semua, terutama kelompok marginal. %

20 Ratnah Rahman, “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal,” Sosioreligius:
Jurnal limiah Sosiologi Agama 4, no. 1 (2019): him 81.
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Teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan, relevan
dengan pembiayaan umroh pelunasan bertahap. Prinsip ini mengatur
ketidaksetaraan ekonomi untuk memberikan manfaat terbesar bagi
kelompok kurang beruntung. Pembiayaan umroh pelunasan bertahap
memfasilitasi ibadah umroh bagi individu yang kurang mampu, selaras
dengan prinsip perbedaan Rawls. Namun, pelaksanaannya harus adil,
transparan, dan menghindari bunga tinggi atau persyaratan memberatkan
serta kerugian pada kedua belah pihak. Edukasi keuangan penting untuk
mencegah gagal bayar. Dengan demikian, pembiayaan umroh pelunasan
bertahap dapat mewujudkan prinsip perbedaan Rawls jika dilakukan
secara bertanggung jawab dan adil.

2. Teori Akad Qard Hasan
Qard Hasan merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah
yang berarti pinjaman kebajikan, yaitu pemberian sejumlah harta atau
uang kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban untuk
mengembalikannya dalam jumlah yang sama, tanpa disertai bunga,
imbalan, atau tambahan apapun. Kata “Qard” berarti pinjaman,
sedangkan “hasan” berarti baik atau kebajikan, sehingga Qard Hasan
secara terminologis dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan
dengan niat menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan materi.?
Akad ini dilakukan secara sukarela atas dasar keikhlasan, kepedulian
sosial, dan semangat tolong-menolong (za ‘awun) antar sesama. Dalam

praktiknya, Qard Hasan menjadi sarana penting dalam menumbuhkan

2L M Imam Purwadi, “Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep Dan

Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat,” Unisia,
2011, him 141.



solidaritas ekonomi Islam, karena tidak bertujuan komersial, melainkan
berfungsi sebagai mekanisme bantuan bagi mereka yang mengalami
kesulitan finansial. Oleh karena itu, akad ini banyak digunakan dalam
kegiatan sosial ekonomi syariah, seperti oleh lembaga zakat, BMT, dan
koperasi syariah, sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi umat.
Landasan syar’i dari Qard Hasan sangat kuat, baik dari Al-Qur’an
maupun hadis Nabi Muhammad #. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT
berfirman: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah
sebagai pinjaman yang baik (Qard Hasan), maka Allah akan
melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya...” (QS. Al-
Bagarah: 245 dan QS. Al-Hadid: 11). Ayat ini menegaskan bahwa
memberi pinjaman tanpa imbalan adalah perbuatan terpuji dan bernilai
ibadah. Hadis Nabi Muhammad £ juga menegaskan: “Setiap pinjaman
yang mengandung keuntungan adalah riba” (HR. Al-Baihagi),?? yang
menunjukkan bahwa segala bentuk tambahan dalam pinjaman yang
tidak sah secara syariah adalah riba dan dilarang keras. Dengan
demikian, akad Qard Hasan merupakan bentuk transaksi bebas riba
yang menjunjung nilai moral dan kepedulian sosial dalam Islam.
Sebagaimana akad lainnya dalam Islam, Qard Hasan juga
memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut
hukum syariah. Rukun akad terdiri dari: (1) pihak yang memberi

pinjaman (mugridh), (2) pihak yang menerima pinjaman (mugtaridh),

22 Muhammad Abduh Tuasikal MSc, “Sepakat Ulama: Utang Piutang Yang Ada
Keuntungan Dihukumi RIBA,” Rumaysho.Com, 15 Januari 2017,
https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-
dihukumi-riba.html.



(3) objek pinjaman (ma ‘lum), yakni harta yang diketahui dengan jelas
jumlah dan jenisnya, serta (4) sighat berupa ijab dan gabul. Sementara
itu, syarat-syaratnya meliputi: dilakukan dengan kerelaan kedua belah
pihak (an-taradhin), tidak disyaratkan adanya tambahan atau
keuntungan materi, serta wajib dikembalikan dalam bentuk dan jumlah
pokok yang sama. Ketentuan ini menjadi pembeda utama Qard Hasan
dengan akad komersial dan menegaskan bahwa pinjaman tersebut
adalah bentuk kebaikan, bukan sarana bisnis.

Tujuan utama dari Qard Hasan adalah untuk menghidupkan nilai
ta’awun (tolong-menolong) dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di
tengah masyarakat. Melalui akad ini, pihak yang memberi pinjaman
tidak hanya membantu menyelesaikan kesulitan ekonomi penerima,
tetapi juga mempererat hubungan sosial berdasarkan empati dan
solidaritas. Qard Hasan menjadi instrumen sosial yang sangat efektif
dalam meringankan beban kelompok rentan, khususnya mereka yang
tidak mampu mengakses lembaga keuangan formal. Dalam tataran
implementasi, akad ini tidak hanya memperlihatkan aspek spiritual,
tetapi juga berperan nyata dalam memperkuat keadilan ekonomi umat.

Dari sisi praktik, Qard Hasan berbeda secara substansial dengan
akad pembiayaan komersial seperti murabahah atau ijarah. Dalam Qard
Hasan, tidak ada margin keuntungan; pinjaman diberikan semata-mata
untuk menolong. Sedangkan pada akad murabahah, terdapat margin
atas barang yang diperjualbelikan, dan pada ijarah, keuntungan
diperoleh dari sewa jasa. Oleh karena itu, Qard Hasan tidak ditujukan

untuk bisnis, tetapi untuk kemaslahatan sosial. Akad ini lebih cocok
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digunakan dalam konteks bantuan langsung, pembiayaan mikro non-
profit, atau layanan sosial lembaga keuangan syariah, dibandingkan
dengan akad komersial yang digunakan untuk kegiatan profit.

Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah seperti Baitul
Maal wat Tamwil (BMT),?® koperasi syariah, dan lembaga zakat
banyak menggunakan Qard Hasan sebagai bentuk pembiayaan mikro
berbasis sosial. Produk-produk seperti dana kebajikan, beasiswa, dan
bantuan mendesak biasanya menggunakan skema Qard Hasan,
terutama untuk nasabah miskin atau mustahiq zakat. Dalam konteks ini,
akad Qard Hasan berfungsi ganda: memperkuat peran sosial lembaga
syariah sekaligus mendorong inklusi keuangan umat secara adil dan
berkeadilan.

Relevansi Qard Hasan juga dapat dipertimbangkan dalam konteks
pembiayaan umroh, khususnya bagi calon jamaah yang mengalami
kendala keuangan. Jika pembiayaan dilakukan tanpa bunga, tanpa
margin keuntungan, dan semata-mata untuk membantu, maka sistem
tersebut mendekati prinsip Qard Hasan. Namun, apabila terdapat
penetapan margin atau pembayaran jasa secara bertahap, maka akad
tersebut harus dikategorikan sebagai murabahah atau ijarah, bukan
Qard Hasan. Oleh karena itu, penentuan akad yang tepat dalam
pembiayaan umroh menjadi penting agar tidak menimbulkan
kekeliruan hukum dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan

membedakan antara motif sosial dan motif komersial, pelaksanaan

28 “Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah —
Accounting,” diakses 17 Juli 2025, https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/mengenal-
baitul-maal-wat-tamwil-lembaga-keuangan-sosial-syariah/.



pembiayaan umroh dapat diarahkan agar tidak hanya sah secara hukum

Islam, tetapi juga adil dan bermanfaat secara sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan
(field research) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari
informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi
penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.?*
Ide penting dari jenis penelitian ini adalah di mana penulis langsung
mengamati fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Lokasi peneltian
yang dipilih adalah PT. Babussalam Mubarak Internasional di
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penulis memaparkan situasi dan
kondisi lokasi penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

Sifat Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan
untuk memahami dan mengeksplorasi makna mendalam serta aspek
holistik dari fenomena sosial. Alih-alih berfokus pada data numerik
atau statistik, pendekatan ini mengandalkan data non-numerik yang
diperoleh melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, atau kajian
literatur. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami
realitas sosial dari perspektif subjek yang diteliti, dengan penekanan

pada konteks, nilai-nilai, dan interpretasi yang melekat pada

66.

24 Rahmadi Rahmadi, Pengantar metodologi penelitian, Antasari Press, 2011, him
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pengalaman individu atau kelompok. Oleh karena itu, pendekatan ini
bersifat deskriptif dan interpretatif, serta mengutamakan pemahaman
terhadap proses, makna, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur
secara kuantitatif.?®

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis

menggunakan beberapa teknik berikut:

4. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-
dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian.?®

b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-
unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam
objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan seksama dan
terencana untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif.?” Peneliti
melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi langsung lokasi
penelitian yaitu PT. Babussalam Mubarak Internasional. Tujuannya
adalah untuk melihat dan mengamati secara langsung kenyataan yang
terjadi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih jelas dan menyeluruh tentang objek penelitian.

% Yati Nurhayati dkk., “Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu
hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): him 13.

% Prio Utomo dkk., “Metode penelitian tindakan kelas (PTK): Panduan praktis
untuk guru dan mahasiswa di institusi pendidikan,” Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan
Kelas Indonesia 1, no. 4 (2024): him 19.

27 H Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, “Metodologi Penelitian Kualitatif,
Bandung: CV,” Pustaka Setia, 2009.
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c. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh
dua pihak.?® Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara percakapan atau dialog secara langsung antara
pewawancara (penulis) dan informan. Pewawancara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam
pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan kepada perusahaan yang bersangkutan
4. Sumber Data

Data yang nantinya digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
sumber pertama atau objek yang diteliti, tanpa melalui perantara.
Data ini biasanya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara,
observasi, survei, atau kuesioner yang dilakukan langsung kepada
narasumber.?®

b. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung
data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku,
majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang
diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau dokumen. Secara keseluruhan,

penggunaan sumber data sekunder dalam penelitian ini diharapkan

28 Suwandi Basrowi, “Memahami penelitian kualitatif,” (Jakarta: Rineka Cipta 12,
no. 1, 2008): him 128-215.

29 Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel
halaman gratis) (RajaGrafindo Persada, 2010), him 11.



dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan valid, serta

meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.

H. Sistematika Pembahasan

Dengan lima bab yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lengkap setra komprehensif mengenai
tinjauan hukum islam terhadap sistem pembiayaan umroh melalui
pembayaran bertahap. Penyajian yang sistematis memungkinkan pembaca
mengikuti alur pemecahan masalah secara jelas. Sistematika pembahasan
yang dibuat penyusun mengandung lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini penyusun
memberikan Gambaran keseluruhan yang diteliti. Bab ini meliputi latar
belakang dan pokok masalah. Bab pertama ini pula berfungsi untuk
memberikan gambaran bagi pembaca tentang isi dari penelitian tersebut.

Bab kedua memuat landasan teori yang mencakup dasar-dasar
hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Pembahasan dalam
bab ini akan menguraikan berbagai konsep hukum yang relevan, sebagai
landasan untuk memahami topik yang dibahas dalam penelitian, serta
memberikan kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis
permasalahan yang ada. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori yang
mendasari studi ini, serta menghubungkannya dengan konteks hukum.

Bab ketiga menyajikan profil locus serta analisis mendalam terkait
fenomena penerapan sistem pembayaran umroh melalui pembayaran

bertahap. Pada bab ini, akan dibahas berbagai aspek yang terkait dengan
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mekanisme pembayaran umroh menggunakan metode pelunasan bertahap
tanpa memerlukan jaminan Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih jelas mengenai relevansi dan penerapan sistem yang
ada tersebut dalam konteks pembiayaan ibadah umroh di Indonesia.

Bab keempat, berisi hasil pemaparan dan inti pembahasan masalah
yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini memuat pula analisis yang
menguraikan rumusan masalah yang diteliti, antara lain faktor dari
timbulnya masalah, analisis tersebut diuraikan secara mendalam tentang
tinjauan hukum islam terhadap sistem pembiayaan umroh melalui
pembayaran bertahap.

Bab kelima, merupakan penutup, dalam bab ini tersaji kesimpulan
dari penelitian yang dipaparkan, selain itu tersaji juga saran yang mampu
membangun keberlanjutan ilmu dibidang hukum, ekonomi, serta hukum

islam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada Bab 1V, dapat disimpulkan
bahwa pembiayaan umroh melalui sistem pembayaran bertahap yang
diterapkan oleh PT. Babussalam Mubarak Internasional merupakan bentuk
inovasi keuangan yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas ibadah umroh
bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sistem ini
menawarkan kemudahan pembayaran tanpa Syarat agunan, yang secara
konsep mencerminkan semangat keadilan distributif sebagaimana
diteorikan oleh John Rawls. Dalam kerangka difference principle, model ini
dinilai memberikan manfaat kepada kelompok ekonomi yang kurang
beruntung, sehingga relevan dengan prinsip keadilan sosial.

Namun demikian, implementasi sistem ini masih menyisakan
sejumlah persoalan penting. Mekanisme pelunasan bertahap yang dijalankan
secara internal tanpa melibatkan lembaga keuangan formal belum didukung
oleh struktur akad yang jelas, dokumentasi tertulis, dan pengawasan hukum
yang memadai. Ketidakjelasan terkait jenis akad yang digunakan apakah
Qard Hasan, Murabahah, atau ljarah serta adanya praktik informal seperti
talangan antarjamaah berpotensi menimbulkan unsur gharar, tadlis, dan
ketimpangan informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip
keadilan dan transparansi dalam hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, sistem pembiayaan ini belum

sepenuhnya memenuhi prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi

73



akad, kerelaan kedua belah pihak (an-taradhi), dan perlindungan konsumen.
Untuk menjamin keabsahan syar’i dan keberlanjutan model pembiayaan ini,
dibutuhkan reformulasi struktur akad secara tertulis, kepastian hukum, serta
edukasi yang memadai kepada calon jamaah. Dengan demikian, meskipun
sistem pembayaran bertahap ini berpotensi menjadi solusi keuangan yang
adil dan inklusif dalam konteks sosial-keagamaan, keberhasilannya sangat
bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial menurut Rawls
dan prinsip akad dalam hukum Islam.

B. Saran

PT. Babussalam Mubarak Internasional disarankan untuk menetapkan akad
yang jelas dalam setiap transaksi pembiayaan umroh yang ditawarkan.
Penetapan jenis akad ini penting guna menghindari kerancuan hukum dan
memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, setiap
proses pembiayaan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang
transparan dan dapat dipahami oleh seluruh pihak, termasuk jamaah.
Kejelasan dalam isi perjanjian akan membantu meminimalisir potensi
sengketa dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan kewajiban masing-
masing pihak.

Di samping itu, aspek perlindungan hukum bagi jamaah perlu
menjadi perhatian utama. PT. Babussalam Mubarak Internasional perlu
memperkuat sistem pengawasan internal dan melibatkan penasihat syariah
atau otoritas yang kompeten agar seluruh proses pembiayaan benar-benar
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, sistem pelunasan
bertahap umroh akan memiliki legitimasi yang kuat secara syar’i sekaligus

mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utamanya.
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